BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1.

Pemerintah telah memberikan peraturan perundang-undangan di Indonesia
mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan
seksual secara verbal melalui media sosial dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi,
ketiga peraturan tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum
secara menyeluruh dikarenakan perempuan sebagai korban masih merasa
takut untuk melaporkan kasusnya.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan (SPPT-PKKTP) dibuat untuk melindungi perempuan korban
kekerasan dengan memperhatikan hak-hak perempuan korban kekerasan.
Penerapan SPPT-PKKTP dalam memberikan perlindungan terhadap
perempuan korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial
dapat diwujudkan dengan 5P yakni pencegahan, perlindungan, penyidikan
dan penuntutan, pemidanaan, dan pemulihan yang telah diterapkan dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Akan tetapi, pelaksanaannya belum efektif lantaran perlu adanya undang-
undang baru seperti pembaharuan KUHAP atau Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang memuat aturan

mengenai pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial.
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5.2. SARAN

1.

Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) agar tindakan pelecehan
seksual secara verbal melalui media sosial memiliki kepastian aturan yang
jelas dikarenakan tindakan pelecehan seksual disebutkan secara eksplisit
dalam RUU tersebut.

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dapat bekerja secara efektif dalam
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia apabila konsep SPPT-PKKTP tersebut
dirumuskan dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).

Konsep SPPT-PKKTP juga perlu tertuang dalam RUU tentang
Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai lex specialis dari KUHAP yang
berkaitan dengan hukum acara peradilan pidana bagi tindak pidana

pelecehan seksual.
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